
BUPATI DONCGALA
PROVII{SI SULA',VESI TENGAII

PERATURN DAERAH KASIJPATOIi DO\GGALA
)t0tfloR 0ITAHUN 2015

TENTANG
PERT,{IiGGU}GJAWABAI\ PELAKS,,{NAA\

AIiGGARdN PENDAPATAN D,{N BELANJA DAEPJT}I

TAHUN.{NCG.{RAN 20I5

DENGAN RAH]!L{T TUHAN Y'AI{G I\IAHA ESA

UYATI DONGCAI,A,

Meuimbang: a. Bahwa untuk mela&sanakan kaenruan Pasal 320 ayat (l) Undang-undang

l{o- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalnn Daerah sebagaimana telai, diubah

terakbir dengan Undang-undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Undang - undang Nomor 23 Tahuin 2014 tentang Pemerintahan Daemh,

Kepala Daeratr matyar;aikan Rancalgatr Pemturan Daerah{epala Daerah

tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kepada Dewan Perwatilan

Rakyat Da€rah (DPRD) dengan dilanpiri Lapan Ke'raryan yang telah

diperiksa oleh Badan Penerilsa Keuangan peling lambat 6 (enam ) bulan

setelah Tahutr Anggaran beraktrir

b. Bahwa benlasarkrn Pertimbangan sabagairrram dimatsud dalan hurufE

perlu menetapkan Pemturatr Daerah Daelah Kabupalen Donggala tenlang

Penanggung-jawaban Pelaksanaan Anggazn Pedapaun dan Belanja Darah

IGbupaten Donggala Tabun Alggaran ?015.

Meogiogt : l. Pasal l8 ayat (q Undang - utrdang Dasar Negara Repu6lik lndonesia

Tahun 1945;
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Undaag-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daera!-
Daerah Tkt U di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 1822) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
6E, Tambahan Lembaran Negara Republik lodonesia Nouror 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-unda.,rg Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornoi 12 Tahun 1984
tcntang Perolehan Pajak Buni dan Bangl,,ran (lrr'rbaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lrnbaran
Negara Repuilik IndonesiaNomor 3569) ;

Undang-undang Nomor 2E Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Irnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia r.{omor 4286);

Ur4ang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4355);

Undairg-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomo: 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (trmbaran Negara Reoublik Indonesia Tahun

2(XX Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang P€rimbangan

Keurngru Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (t"€mbsratr

Negan Repubtik Indonesia Tahun 20& Nomor 126, Tambahaa

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443E);

:
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10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenttng Pajak Daerah dan

Re'lribusi Daerah (rmbaran Negara Tahun 2009 Nomor 4l Tambahan

kmbaran Negara Nomor 3585) scbagaimana telah diubah denpn
Unda:rg-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (.embaran Negara Tahun

2000 Nomor 246 Tambahan Lembdran Neg;ara Nomor 4048);

ll. Undang-undang Nomcr 12 Tahun 2011 tentsng Pembentukan Pertturan

Perun&ng-undangan (tmbaran Negara Republik lndonesia Taitun

201I Nomor E2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun ?01'1 Nomor 5E,

Tambqhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579)

sebagainana telah diubah terakhir dengan Und"ng-undang Nomor 9

Tahrm 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 20 14 tentan-g Pemerintahan-Da€rah;

13. Persturan Pemerirrtah Nomor 7l Tahun 1999 tentang Pemindairan Ibu

Kota Jaerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayal
Kota Donggala Kecamaran Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran

Negan Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3780);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Kcpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Ncgara Republik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Ncmor 402E);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20M tentang Kedudukan

Protokoler dan Keungan Pimpinan datr Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 90, Tambahan Lrmbaran-Negare Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tedrng Perubahan ketiga

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilal
Rakyat Daerah (,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 94, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47r2);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Kcuangan Badan Layanan Urnum (I-embaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neeara
Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tent"ng pinjamer Daerah
(Lembarzn i.Iegsra Republik lndooesia Tahun 2005 Nomor 136.
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

lE. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Pcrimbangan (Lcmbaran Negara Roaublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan.Daerah (rmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

' Nornor:[3$ Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576, sebagaimana teleh diubah dengan psratu€r pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tertang Sistem Informasi Keuanean Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 iomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 I 5 5);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentanc penselolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republft hdonesia Nomor
4578);

2l, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahur: 2005 tentans pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan
Irrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45E5);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 teoong pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

23. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lrmbama Neeara ReDublik
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Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dalam PeraJuraa
Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentarg Perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
48ss);

24. Peraturan Penrerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I*mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, T-,nbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 teotang Pengelolaan Uang
Negan/D"erah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Norror 83, Tambahan Ler:baran Negara Republik lndonesia Nomor
4i3E);

26. Penituran Pemerintah Nomor 5 Talun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahrm
2009 Nomcr 16, Tambahart Lembaran l.legara Republik indonesia
Nomor 4972);

27. Peraturan Pemeri-otah Nomor 7i Tah::n 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Talun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 5165):

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (I*mbaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Irrnb:ran Negara Nomor 5272);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerab ( Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2007 No. 4E );

30. Penturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor l0 Tahun 2008 tentang
Pcmbentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerall Schetariat
Dovan Pcrwakilsn Rskyat f,)aerah dao Staf Ahli Bupati Kabupatcn
Donggala (L€mbaran Daenh Kabupatm Donggala Tahun 2008
Nomor 10, sebagaimana telah diubah dengan Perfunn Dacrah
Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2010 tcntang Penrbshan Atrs



Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor l0 Tahun 2008 tentang
Per_lbeDtukan Orguisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, SeMariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerai dan Staf Ahli Bupati Krbupaten
Dong8ala (.embaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010
Nomor 6) ;

3 l. Peraturan Daerah Kabupaten D,onggala Nomor I I Tahun 200E tentang
Pembcntukaa Organisasi dan Tata Kerja Inspektora! Badan
Perencanaan Pembangunan Daeral' dan Penanarnan Modal, dao
Irmbaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lrmbaran Daerah
Kabupatm Donggala Tahun 2008 Nomor l!), sebsgtimana telah
diubah dengan Peraturatr Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pen bahan Kedua Atas Peraturatr Daerah Kabupaten
Donggala Nomor I I Tahun 2008 tectang Pembentukatr Organisasi dan
Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dal
Penanaman Modal, Can Lanbaga Teknis Daerah Klbupaten Donggla- (Lembara:r Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupalen Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daera.\
Ksbupat€n Donggala (Irrnbaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2fi)8 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturatr Daerah
Kabupaten Donggala Nomor48 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Ngmor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Donegala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2013 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2008 tent&g
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Krbupaten Donggala Tahun
2008 Nomor l3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja dan kmbaga Lain Bagian dari
Permgkat Daerah Kabupatcn Donggala (I*rnbaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dcngan
Peratutan Daerah Kabupaten Donggala Nornor 5 Tahun 2013 tcntang
Penrbahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahrm
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35.

5t.

2010 tentarg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja trmbaga lain
Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor l0 Tahun 2013 tentang
A-nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201+
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor l0);

Peraturan Daerah Kabuparen Donggala Nomor 3 'fahun 2014 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014 (,embaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang

Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagimana telah diubah

tcrakhir dengn Peraturan Menterl Dalam Ncgcri Nomor 2l fahun
20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalan Negeri

Nomor 13 Taht'n 2006 teniang Pedoman Pengelolaan Keuangsn

Daerah;

Peraturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Pcdoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD'
Pengajuao Penyaluran, dan Laporan penariggungiawaban Pengg'maan

Bantuan Keuangan Partai Politilq

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggantr 2014 @erita Negara Nomor E90).

Dengan PeBetujuan Bcrssna

DEWAN PERWAKII^AN RAKYAT DAEMH (ABUPATEN DONGGAIA

Men€rspkm

dan

BUPATI DONGCALA

MEMUTUSKAN:

: PEMTIJRAN DAERAH KABIJPAGN DONGCAI^A IENTANC

PERTAI.IC,GITNGJAWABAN PELAKSAN AN ANC'CARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII TAIIUN ANCCARAN

2014,

39.
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P|'rI I

(l) PcrteuggB{gjrvrb.n pchts.rrro APBD b.rup6l+oraa k rrdgrn r!e6uat:

& kpor.n tl li!.si !rlggrr!!;
b. Nefrcq
c. l-apoaatr rrus kas; d!tr
d. Catatan atrs lapotan kcurngrn.

(2) I"oporaa :.eurngrn scbdgrirua. diE!&sud r.-i! ay8t (l) dihnFiri dqua! ikj,i;ar lapora! :
kcuangaa badan usaha nilik /rnh,'pcrusahraa dacrab"

Prrd 2

I"apona realisasi aaggaran scb8glinara dimsl$ud dalaD posd I huruf! trhu Aogga.-atr 2014
S€bsgai be.ikut :

a- Pc;rdapatao....... WE54226.691.74136
b. Belanja............. P.o836.773.664-87522

Surpluddcfisit .... Rp i /.153.026.866,14
c. Perlbiayaln i

- Penerima.tr ...... Rp 48.271.743.17i.53
- Pttrgeluaian ..... Rp 4.363.836.000.00

Pembiaya.nNetto Rp. 43.107.90?.173,58

Pr!.l3

UIaiarI lJporu rralislsi rnggaru scbdgaindlla dima]sud dalam posal 2 scbegai berikut :
(l) Sclisih .!gg.r!n dcoga rtalisrsi pe apatan sejumtah

Rp{12.314.007.91lJ7)
Dcngaa rincian scbagd bctikut :

& Angg'tr! Fndrprru rcalah pcrubahan Rp 866.540.59.552,?3
b. Rralis.si Rp 854-n6-691-741-36

Sclisih lcbilr(loraag) Rp. (12.314.007.91 lJ7)

(2) Selisih angguaa dcogln r€olisrsi bclanja scjurnlah Rp(73.6?5.069.{Dt,02)
Dcngao rincian scbogai bcrikut :

& Arggrru bclatrj! sctcbh Fubshra Rp. 910.44t.733.903r4
b. Rcrlilrsi P{ t16.7n.664.E7522

Sctisih lcbih(kurag) Rp.(n.675.069.02,,02)

(3) S€lisih llqgrrrtr dctrgm rldislsi srpluJdcfuia sqinphl
Rp5l 361.061.1 15,65 dlogs tirciro *bagri bcrilo* :

& Surpluddolisit !.biab farbatan Rp (43.9OE.03450,51)
b. Rcdi!.ri Rb t7-151-m6J66.11

Sclilih lcbiv(kunng) Rp 51.361.061.116,65
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(4) S€lisih soS8anr doagao .lrlislsi p€dcrimas! pembiayaan scjuolah
Rp(I27.076J3) d6gro rircian scb.gai bcrikul
& A-oggrr8n pctr.tidr!tr pqrbiayran

s.t l.h p.rub6lFn
b. Rca.lis$i

Selisih lcbiV(hnng)

(5) Sclisih anggrral dqrgao rr.lbasi pcdgcluaran F nbiay&a s.juDlah RIo,00 dcngan rbcian
- scbagai bailut
. a. Aryga.a! pcogeluriatr p.mbiayarn

scclir parubobrn
b. Realisasi

Sclisih lcbilt(kunng)

(6) Selisih .nggeren dcngan rc8lis8si pembiayaan netto
s€jumlah M127.076,93) Dcngan rinciar sebagai bcdkur
a- Anggaran pcmbiayaaa Detto s€t lah pcnrba$an
b- R€alisssi

Selisih lcbilr/fturaag)

Pasal 4

"Neraca sebagaimura dirnaksud pada pasal I hwuf b per 3l Dcse4ber Tahun 2C 14 sebagai
ber:ixt ;

Rp. 48r71.870250,51
RD.4a27I.743.l7fSE
Rp. (127.076,93)

Rp. 4.363.836.000,00
R9. 4J63.836.000-00
Rp. 0,00

Rp. 43.906.034.250,51
P.p. 4l.o07.9qZJf3,5E
Rp. (12;.016,93)

a- Jurnlah aset
b. Jum;ah kcwajiban'' c. Junlah ckuit8s dana

Prsll 5

Laporaa arus kas sebagaimana dimaksud dalam poal I
dengar 3l Deseinbcr tahrm 2014 sebagai berikut :

a Saldo kas awal per I Januari tahun 2014
b. Arus kas dari sKivitas apqasi

Arus krs dari aktivitas itrvgstrsi 8sct non K€uancsn
Ants kas dsri aktivitrs pcs$iayasn
Anrs k s drri aktivitrs non snggaran
Saldo kas akhir per 3l Dcscnbcr tahud 2014

Rp- 1.879 .467 .321 .602,36
Rp. 9-44.714.807,Es
Rp. 1.869.842.606.794,5 I

honrf c untuk tahua yang berakhir sampai

Rp. 49.508.180.188,80
Rp. 198.847247.310,14
Rp. (1E3.539.046.503,00)
Rp. (4.363.836.000,00)
Rp. (78.330.442,00)
Rp. 62.05639E.061,72

c.

i

cltlr"o es hpcan keuangrn "*t^"::- Pasal I huruf <l tahrm anggarar 2014

Jvtcmuat inforarsi brik s€carr kuartitrlif nallFrn kualitatif*as pos'pos laporu kcurngan-
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Prld 7

?ertroAgun&iawabro pclsksaflaan APBD s€lagaitranE dimaksud pada pasrt I crcanhrm dilatn
Lampiran Prrrbran D&Eah id, tcrdiri dsi :

a- Leopiran I : trporan rtalisasi aaggaran
L^rmpiraa I-l : Ringkrsan laporan realisasi anggaran menrmtt umssn pcocrinuhatr

dacrab dan organisasi;
Lampinq I.2 ; Riociaq lapona rcatisasi anggrrdn mcottnrt urusan pcmcrinrrh.!

dacmh, orgnisasi, pendapatao, belanjaian pcrnbialnaa;
Lurpiran I.3 : Rdcpitulssi rtalisasi anggann bctanja dacnh mrnurut urusaq

pcmcrintahao dacrah, organisasi, program dat kegiaan;
Iantpirarl I.4 : Rckapitulasi reatisasi anggaran bclalja dacrah uutrk kcselarasaa dan

kctcrpaduan urusan pemcrintahan daenh dan fingsi dalam kerangka
pc8gelolas eurngart negara;

bmpiran 1.5 : Daftar piutoag daerah;
t anpiran I.6 : Daftar psnyertaatr modal (investlsi) dreralu
Lanpiran L7 : Daffar rcslisasi peoarnbahan daa pelguralgan as€t t trp daerah;
Y-ampiran I.8 ; Daftar realisasi penambahal dsn pqogurangal asrt hiDnya;
Lanpiran L9 : Dafflr Kegiatrn*egiatanaang belum diselcs&ikEa sampai akhir t3hun

dan dianggu*an kembali dalam tatun aaggaraa benauhya
l-arapiran I.l0 : Dafta; dana ced"ngan daeraL; dai
lrmpirrn I.l I : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Laopiran II : I:poran Kcuangan Pernerintah Daerah (XpD)
- \craca
- Llporao arus krs
- Catatan atas laporan keuangan

Prsl 8

Lonpiran laporrn knunga scbagainatra dimaksud datam pasal I ayst (2) tediri dari fthtissr
laporatr keurngan badm usaha milik daeraVperusahaan drer8h tercantun dalarn lampiran III
peraturan daer"h ini.

knpiran I.5 : balLr piutang dacrah;
Ilmpinn I.6 : Daftar peny€rtran rnodal (invcsasi) dacrah;
I,ampiran I.7 : Drftar rcalisasi pcnarnbahaa dan pcngurangal asa taap daerah;
Larnpirsn I.E : Daftar rcalisasi peoambahsn d Ftgura[gan asct lai!E],s;
Lanpinn L9 : Danrr Kegiatarkegi&tan )€ng belum disclesaikan sanpoi akhir tahua

dao dianggarkan kernbali dalarn tahun anggaran bgrilojtn,vE

10
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L,anpino l.l0 ; Drftrr dro! cadatrgon dacoh; den
Irmpinnl.lt : Daftrr pinjrman dacrah dan obligasi dacnh.

b. Lanpinntr : L:porao Kcuangan Pqnerbtah Daerah (IXPD)
- \c6cr
- Lrporro rrus krs
- Crtetro etrs iaporan kcuorgrn

Plld E

r.'npinn laporm karangpn scboglioana dinaksud dalrm pssal I tyst (2) tctdid dtri ldtisar
laporan kcuoga bcdro uslht nilft daeralr/pcnrsrhran dacnh tcrcantrn drlm Laryirm Itr
pcnturan dacrah ini-

P|s.l 9

'-' Bupati ncnctapkatr Pelril$n Kc?ala Daerah tetltarlg Pcrtanggungia*aban Pclaksanren APBD
rbcgai rincian lcbib lsnjd Crri pcrtanggung j awabar pclaksanaan APBD.

Prsd 10

, P.rrnrrarr Ihcrlh ini nutai bcdrh pcda tngSrl diodtogl.& Aglr icti.p Grng nGogsirhuiqy!,
ncDcrintlhkrn Pcrltlran Da€rrll ili dcogln paoqffiJtr dalsD L.[borln

. Dirnh Krbqd Dotgd&

Di@lan di Donggah

Fde rmggrt 9 S€Pt mbcr 2015

EI'PATI DONGGAIT

trd

KASMAN I,ASSA

ll



Diundangkan di Donggala
pada tanggal 9 Septemb€r 2015

SE KRETARIAT DA ERAH KABUPATEN DONGGALA

trd

H. AIDIL NOOR.SH.M.Si
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